
139 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Mekanisme penjualan yang dijalankan oleh PT. Arminareka Perdana 

termasuk dalam katagori sistem penjualan langsung berjenjang (PLB), 

meskipun pengelola PT. Arminareka Perdana menyatakan bahwa 

pemasaran yang dilakukan bukan termasuk penjualan langsung 

berjenjang. Mereka juga mengungkapkan ketika mengurus perijinan 

pejualan dengan sistem berjenjang atau MLM pada Kementerian 

Perdagangan ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat. Klaim dari 

pihak PT. Arminareka penolakan tersebut menunjukkan bahwa sistem 

penjualan mereka bukan termasuk katagori penjualan berjenjang atau 

MLM. Namun merunut dari berbagai pengertian tentang penjualan 

langsung berjenjang pemasaran yang mereka jalankan tergolong dalam 

katagori penjualan berjenjang atau MLM. 

2. PT. Reward Indonesia Madani (Travel-21-pLus) menerapkan konsep 

pemasaran berjenjang yang mengedepankan sistem saling 

menguntungkan, kerjasama dan transparan. Dalam sistem pemasaran 

yang dijalankan PT. Reward Indonesia Madani terdapat istilah up 

line (tingkat atas) dan dow nline (tingkat bawah). Up line dan down line 

merupakan suatu hubungan pada dua level yang berbeda, yakni ke atas 
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dan ke bawah, dan jika seseorang disebut upline, maka ia mempunyai 

downline, baik satu maupun lebih. Orang kedua yang disebut dengan 

down line ini juga kemudian dapat menjadi up line ketika dia behasil 

merekrut orang lain menjadi down linenya, begitu seterusnya. Setiap 

orang berhak menjadi up line sekaligus down line. Seorang up line akan 

mendapatkan manfaat berupa bonus/komisi dari perusahaan apabila 

down linenya berhasil melakukan penjualan produk yang dijual oleh 

perusahaan. Sistem pemasaran PT. Reward Indonesia Madani ini hampir 

sama dengan sistem pemasaran yang dipraktekkan PT. Arminareka 

Perdana. Perbedaannya, PT. Arminareka Perdana memiliki biro 

perjalanan umrah dan haji plus untuk memberangkatkan jama’ah yang 

sudah membayar lunas, sedangkan PT. Reward Indonesia Madani tidak 

memiliki biro perjalanan umrah dan haji untuk memberangkatkan 

member yang telah membayar lunas. Member PT. Reward Indonesia 

Madani yang telah melunasi biaya perjalanan umrah atau haji akan 

diberangkatkan dengan biro perjalanan umrah dan haji lain. 

3. Sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana belum 

sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah perjalanan umrah. Masih ada 10 (sepuluh) 

ketentuan yang belum terpenuhi. Sedangkan sistem pemasaran umrah 

dan haji plus PT. Reward Indonesia Madani juga belum sepenuhnya 

memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung 

berjenjang syariah perjalan umrah. Masih ada 12 (dua belas) ketentuan 
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yang belum terpenuhi. Ketentuan mengenai Perusahaan wajib memiliki 

kemampuan untuk menyerahkan obyek akad, yakni memberangkatkan 

anggota untuk melaksanakan umrah pada tanggal yang jelas lebih rawan 

tidak terpenuhi dibandingkan PT. Arminareka Perdana. Jama’ah baru 

bisa didafarkan keberangkatan umrah atau hajinya ke perusahaan biro 

jasa perjalanan umrah dan haji ketika biaya telah mencukupi. Demikian 

pula ketentuan mengenai tujuan obyek akad (berangkat umrah atau haji) 

lebih rawan untuk tidak terpenuhi karena jama’ah tidak terdaftar pada 

biro penyelenggara haji dan umrah secara langsung. Ketika bonus atau 

komisi yang telah dikumpulkan telah memenuhi biaya haji atau umrah 

belum tentu uangnya digunakan untuk mendaftar haji atau umrah. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian tentang penjualan langsung berjenjang jasa 

layanan umrah dan haji plus dalam perspektif hukum Islam studi 

multisitus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani 

Jakarta ini merupakan bukti ilmiah akan pentingnya penjualan langsung 

berjenjang yang sesuai syariah, apalagi dalam penjualan jasa layanan 

umrah dan haji plus, karena kesyariahan sistem dalam penjualan jasa 

layanan umrah dan haji plus akan menentukan kehalalan jasa atau produk 

yang dijual dan itu erat kaitannya dengan kemabruran umrah atau haji 

yang dilaksanakan. Adanya temuan bahwa sistem pemasaran yang 

dilakukan PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani 
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belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI membawa 

implikasi berikut ini. 

1. Transaksi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dengan 

jama’ah/member belum sepenuhnya terjamin kehalalannya. 

2. Kedua perusahaan tersebut harus segera menyesuaikan sistem 

pemasarannya sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.  

 

C. Saran 

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki pahala 

dan keutamaan yang besar. Supaya ibadah haji dan umrahnya diterima 

oleh Allah, maka proses perjalanan ibadah haji dan umrahnya harus 

sesuai syariat. Karena tidak semua orang memiliki uang yang cukup 

untuk bisa langsung membayar biaya haji dan umrah, maka perlu 

diberikan solusi yang halal agar keinginannya bisa tercapai. Melalui 

sistem pemasaran perjalanan haji dan umrah sistem berjenjang yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, insya Allah keinginan calon 

jama’ah bisa dikabulkan oleh Allah. Berkaitan dengan temuan masih ada 

beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang PLBS penyenggaraan 

umrah yang belum dipenuhi PT. Arminreka Perdana dan PT. Reward 

Indonesia Madani disarankan berikut ini. 

1. Perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek 

akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah; 



143 
 

kemampuan tersebut meliputi kemampuan permodalan, kemampuan 

manajerial, dan kemampuan operasional.  

2. Obyek akad yang berupa Jasa Perjalanan Umrah harus jelas 

rinciannya pada saat akad, antara lain bimbingan manasik, visa, 

akomodasi, transportasi (pesawat terbang dan transportasi di tanah 

suci), catering, muthawwif, ziarah, dan pengurusan di bandara 

(handling airport).  

3. Jama’ah hanya boleh terdaftar pada satu titik atau satu kali dalam 

satu program paket perjalanan umrah yang sama dan/atau dalam satu 

program pemasaran umrah, untuk menghindari money game.  

4. Obyek akad harus dipastikan waktu penyerahannya (pelaksanaan 

perjalanan umrah) pada saat akad.  

5. Obyek akad harus menjadi tujuan akad (muqtadha/ ghayah al-'aqd) 

bagi jama’ah (untuk menghindari gharar yang berupa mukhalafat al-

maqshud).  

6. Apabila terjadi pembatalan dari pihak jama’ah atas ijarah mausufah 

fi al-dzimmah berdasarkan udzur syar‘i, maka semua harga obyek 

akad yang telah diserahkan kepada perusahaan akan dikembalikan 

kepada jama’ah setelah dikurangi biaya-biaya nyata yang wajar.  

7. Jumlah jama’ah/mitra level bawah (down-line) dan yang dibina oleh 

mitra level atas (up-line) harus dibatasi sesuai kebutuhan dan 

kewajaran untuk umrah. 



144 
 

8. Imbalan ju'alah yang diberikan kepada jama’ah harus berasal dari 

komponen biaya paket perjalanan umrah yang telah diakui dan 

dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau dari kekayaan 

perusahaan. 

9. Imbalan ju'alah harus digunakan seluruhnya atau disisihkan 

sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna menghindari 

penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu melaksanakan umrah 

(bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan semata). 

10. Imbalan ju'alah yang dijanjikan oleh perusahaan kepada jama’ah 

tidak menimbulkan ighra. 

11. Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah harus terhindar 

dari muqamarah, gharar, maysir, riba, dharar, zhulm, money game, 

ighra', jahalah, tadlis, gisysy, talbis, kitman, dan syubhat. 

12. Dalam hal jama’ah tidak mampu lagi menambah dana untuk 

membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang bersangkutan 

gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang disepakati 

para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana yang cukup 

untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka perusahaan wajib 

mengembalikan komponen biaya paket jasa perjalanan umrah dari 

dana milik jama’ah/mitra tersebut setelah dikurangi biaya yang 

nyata. 

13. calon jama’ah haji dan umrah supaya berhati-heti terhadap tawaran 

untuk bergabung dalam sistem pemasran haji dan umrah. Cermati 
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terlebih dahulu apakah sistem yang ditawarkan sudah memenuhi 

ketentuan syariat dan memiliki legalitas yang lengkap. 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian tentang 

penjualan langsung berjenjang bisnis lainnya. Di Indonesia telah marak 

berbagai macam bisnis yang menggunakan sistem penjualan langsung 

berjenjang atau MLM. Seiring dengan kehadiran banyaknya MLM, 

muncul perbedaan pendapat mengenai kehalalannya. Melaui kajian 

ilmiah terkait analisis syar’i tentang praktek-praktek bisnis yang 

menggunakan sistem MLM diharapkan umat Islam memiliki panduan 

untuk memilih bisnis MLM yang sesuai syariat.  


